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Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubaban Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja starAhli;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubab
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lernbaran Negara
RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tam bah an Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

2

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adaJah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS,FUNGSI,DANTATAKERJA STAF AHLl.

MEMUTUSKAN:

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana Lelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

11.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga.raan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulrum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
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(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidang:
a. bidang pemerintahan, hukum dan politik memberikan rekomendasi

mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
b. bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia memberikan

rekomendasi mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
dan

c. bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan memberikan
rekomendasi mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan.

BAB III
TUGASDANFUNGSI

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)membidangi:
a. Staf AhliBidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber DayaManusia; dan
c. Staf AhliBidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal3

Pasal4

(1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga).
(3) Staf Ahlidiangkat dari PNSyang memenuhi persyaratan.

Pasal2

BABII
KEDUDUKAN

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
merupakan unsur staf.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

lO.Anggaran Pendapatan dan Belanjaa Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.
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Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon Il.b atau jabatan pimpinan
tinggi pratarna.

Pasal8

BABVI
JABATAN

Pengangkatan dan pemberhentian dalarn jabatan Staf Ahli dilakukan oleh
Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal7

BABV
KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli:
(1) berkoordinasi, bekerjasarna dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli

lainnya dalarn menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang
tugas dan fungsinya.

(2) berkoordinasi, bekerjasarna dan saling berkonsultasi dengan seluruh
Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya yang mempunyai kaitan
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(3) menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasa16

BABIV
TATAKERJA

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal
4, Staf Ahli di bantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Tata Usaha
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I), Stnf
Ahli mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penelahaan rnasalah sesuai dengan bidang tugasnya;
b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya; dan
c. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

5

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR

M. FARIED WIDYATMOKO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 ~l; ?oi

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 ~li 1.02tf

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasallO

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi star Ahli dibebankan kepada APBD
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal
Daerah.

Pasal9

BAB VII
PENDANMN
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